LEMBARAN NEGARA RI

No. 5268 EKONOMI. Pajak. Hak dan Kewajiban.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 162)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

. UMUM

Sistem perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan
kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah, dalam
hal ini aparat perpajakan, berkewajiban memberikan pelayanan,
penyuluhan, dan pembinaan serta melakukan pengawasan dan
penegakan hukum, agar Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, telah
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
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Selanjutnya untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan
bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta
kewajiban perpajakan serta untuk menyelaraskan dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, perlu mengganti tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 agar sesuai dengan perkembangan
hukum dan masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Ayat (1)
Pada dasarnya kewajiban mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak melekat pada setiap
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif.
Yang dimaksud dengan “persyaratan subjektif” adalah
persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek
pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan
perubahannya.
Yang dimaksud dengan “persyaratan objektif” adalah
persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan
pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia
menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis,
sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor
Pokok Wajib Pajak.


http://www.djpp.depkumham.go.id

3 No. 5268

Dengan demikian, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai
pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami sebagai
kepala keluarga. Dalam hal wanita kawin telah memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin
tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alasan bahwa pelaksanaan
hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan
dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan suaminya.

Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah
suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas,
pekerjaan, atau usaha.

Contoh:

Suami istri berdomisili di Salatiga. Karena suami bekerja di
Pekanbaru, yang bersangkutan bertempat tinggal di
Pekanbaru sedangkan istri bertempat tinggal di Salatiga.

Demikian halnya terhadap “anak yang belum dewasa”
sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan 1984 dan perubahannya, yaitu yang belum
berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, kewajiban
perpajakan anak yang belum dewasa tersebut digabung
dengan orang tuanya.

Ayat (4)

Pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau
tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan
harta secara tertulis, melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Nomor
Pokok Wajib Pajak atas nama suaminya. Namun demikian,
dalam hal wanita kawin ingin melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari
suaminya, maka wanita kawin tersebut harus mendaftarkan
diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Contoh:

Bapak Bagus yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
12.345.678.9-XXX.000 menikah dengan Ibu Ayu yang belum
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Ibu Ayu memperoleh
penghasilan dan ingin melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya. Oleh
karena itu, Ibu Ayu harus mendaftarkan diri ke kantor
Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok
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Wajib Pajak dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak baru
dengan nomor 98.765.432.1-XXX.000.

Ayat (5)

Apabila wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari
kewajiban perpajakan suaminya telah memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak sebelum kawin, maka Nomor Pokok Wajib Pajak
yang telah dimiliki sebelum kawin tersebut digunakan dalam
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
secara terpisah dari suaminya, sehingga wanita kawin
tersebut tidak perlu mendaftarkan diri lagi untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Contoh:

Lisa memperoleh penghasilan dan telah memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak dengan nomor 56.789.012.3-XYZ.000.
Lisa kemudian menikah dengan Hengki yang telah memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak 78.901.234.5-XYZ.000. Apabila
Lisa setelah menikah memilih untuk melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari
suaminya, maka Lisa tidak perlu mendaftarkan diri lagi
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tetap
menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak 56.789.012.3-
XYZ.000 dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Ayat (6)

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada prinsipnya penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun demikian,
terhadap Wajib Pajak yang memenuhi Kkriteria tertentu,
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
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pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat
dilakukan berdasarkan Verifikasi.

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu pada ayat ini,
antara lain:

a.

Orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak
meninggalkan warisan;

Bendahara Pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah
tidak lagi melakukan pembayaran;

Orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya;

Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok
Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib
Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif
dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan;

Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing
yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan
Badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya;

Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai
Subjek Pajak sudah selesai dibagi;

Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya terpisah dari suaminya;

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap vyang telah
menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;

Pengusaha Kena Pajak yang telah dipusatkan tempat
terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain;

Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat ke wilayah
kerja kantor Direktorat Jenderal Pajak lainnya; atau

Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak
benar-benar tidak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif.
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